PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

KENDARAAN BERMOTOR PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN







Berdasarkan analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana 
dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran 
sebagai berikut : 
A. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan  perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Mitra Dana Putra 
Utama Utama Ujung Batu adalah : pelaksanaan perjanjian pembiayaan 
konsumen tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 
huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 
1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga  
Pembiayaan.Mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada 
PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Ujung Batu harus melalui tahap-tahap 
yaitu : Tahap Permohonan, Tahap Pengecekan Dan Pemeriksaan Lapangan, 
Tahap Pembuatan Customer Profile, Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit 
Komite, Keputusan Kredit Komite, Tahap Pengikatan, Tahap Pemesanan 
Barang Kebutuhan Konsumen, Tahap Pembayaran Kepada Supplier, Tahap 
Penagihan atau Monitoring Pembayaran, dan Pengambilan Surat Jaminan. 
2. Masalah yang timbul dalam penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wan 
prestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan Konsumen pada PT. 




penunggakan pembayaran angsuran (over due) oleh pihak konsumen serta 
pengalihan barang yang menjadi obyek pembiayaan kepada pihak ketiga tanpa 
sepengetahuan serta persetujuan tertulis dari pihak PT. Mitra Dana Putra Utama 
Finance Ujung Batu.Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Mitra Dana 
Putra Utama Finance Ujung Batu untuk keterlambatan atau penunggakan 
pembayaran angsuran adalah berupa pengenaan denda sebesar 0,05% per hari 
dan apabila terbukti konsumen (customer) mengalihkan dengan cara apapun 
serta menggadaikan obyek pembiayaan kepada pihak lain maka akan 
dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses yaitu akan dikenakan 
sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum 
Pidana tentang Penggelapan dan Pasal 378 KitabUndang-Undang Hukum 
Pidana tentang Penipuan dengan ancaman pidana penjara masing-masing paling 
lama 4 tahun. 
B. Saran 
1.  Agar pihak perusahaan melakukan analisis yang cermat terhadap karakter, 
kemampuan membayar angsuran serta status pekerjaan dari calon konsumen 
(customer) tersebut guna menghindari timbulnya masalah dalam pelaksanaan 
perjanjian pembiayaan konsumen dan dalam pelaksanaan perjanjian 
pembiayaan konsumen tersebut agar selalu berdasarkan  dengan ketentuan 
yang diatur dalam Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara 




2. Agar pihak perusahaan pembiayaan tidak dirugikan oleh perbuatan pihak 
konsumen (customer )maka pihak perusahaan perlu melakukan komunikasi 
yang baik dan pengawasan yang lebih teliti lagi terhadap konsumen 
(customer) serta konsumen (customer) harus menyadari kewajibannya untuk 
melakukan pembayaran dengan tepat waktu serta tidak melakukan tindakan-
tindakan yang dilarang oleh pihak perusahaan pembiayaan  dalam 
pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen agar dapat berjalan dengan 
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